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Abstrak

Era globalisasi saat ini telah
mempercepat perkembangan bisnis, industri,
dan teknologi, yang berdampak pada
peningkatan jumlah barang dan jasa yang
ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks
ini, merek memegang peranan penting sebagai
identitas dan simbol reputasi produk, serta
menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek
bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga
mencerminkan  janji  produsen terhadap
konsumen tentang kualitas produk. Oleh
karena itu, merek termasuk dalam ruang
lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang memberikan perlindungan
hukum terhadap pemilik merek terdaftar.
Namun, meskipun pendaftaran  merek
memberikan hak eksklusif, tidak menutup
kemungkinan adanya pelanggaran atau
pemalsuan merek yang dapat merugikan
pemiliknya serta merusak reputasi merek di
mata  konsumen.  Peraturan  mengenai
perlindungan merek tercantum dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,
namun dalam implementasinya, tindakan
pidana pelanggaran merek sering kali menjadi
delik aduan, yang mengharuskan adanya
laporan dari pihak yang dirugikan sebelum
penegakan hukum dapat dilakukan.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis alasan pembatalan terhadap
pelanggaran merek serta penanggulangan
pelanggaran merek dengan menggunakan
sarana  hukum pidana. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan dan studi kasus terkait
tindak pidana pemalsuan merek. Hasil
penelitian  diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai
perlindungan hukum terhadap merek dan

sanksi  pidana yang
pelanggaran merek.

diterapkan  pada

Kata kunci: Merek, Pelanggaran
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Globalisasi saat ini mendorong perkembangan
bisnis yang pesat, terutama di sektor industri
dan teknologi, yang menyebabkan beragam
barang dan jasa ditawarkan kepada
masyarakat. Dalam konteks ini, merek
menjadi sangat penting sebagai identitas dan
representasi barang atau jasa yang ditawarkan
oleh pelaku usaha. Merek tidak hanya
mencerminkan kualitas produk, tetapi juga
berperan dalam menjaga persaingan usaha
yang sehat. Merek menjadi simbol dari janji
produsen terhadap konsumen terkait kualitas
dan nilai produk yang ditawarkan.

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), merek mendapatkan
perlindungan hukum. Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung
jawab atas pengurusan pendaftaran merek dan
penanganan pelanggaran terkait. Pendaftaran
merek memberikan hak eksklusif kepada
pemilik merek vyang terdaftar untuk
menggunakannya atau memberikan izin
kepada pihak lain. Namun, meskipun
pendaftaran merek memberikan perlindungan
hukum, hal itu tidak menjamin bahwa pemilik
merek akan terhindar dari pemalsuan atau
pelanggaran terhadap merek mereka.

Pelanggaran terhadap merek dapat terjadi
melalui penggunaan merek yang serupa atau
identik tanpa izin pemiliknya, yang diatur
dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek. Pemalsuan merek dapat
merugikan pemilik merek yang sah, merusak
reputasi merek, dan menurunkan kepercayaan
konsumen. Namun, penegakan hukum
terhadap pelanggaran merek seringkali
terbentur pada mekanisme delik aduan, yang
mengharuskan adanya laporan dari pihak
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yang dirugikan untuk memulai proses hukum.
Hal ini dapat menghambat penegakan hukum
secara efektif.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan di atas, maka permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana alasan dalam pembatalan
terhadap pelanggaran merek?
2. Bagaimana penanggulangan dalam
pelanggaran merek dengan
menggunakan sarana hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah, yang menjadi tujuan
dalam penelitian ini adalah sebagai bedrikut:
1. Untuk mengetahui alasan dalam
pembatalan  terhadap  pelanggaran
merek,
2. Untuk mengetahui  penanggulangan
dalam pelanggaran merek dengan
menggunakan sarana hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian, yang menjadi
manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Memberikan alasan dalam pembatalan
terhadap pelanggaran merek,

2. Memberikan pemahaman
penanggulangan dalam pelanggaran
merek dengan menggunakan sarana
hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Dasar Alasan Dalam Pembatalan Terhadap
Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap hak merek biasanya
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan
cara meniru atau memalsu merek yang sudah
terkenal, yang merugikan produsen, konsumen,
dan negara. Setiap pelanggaran merek diatur dalam
undang-undang yang memberikan sanksi pidana,
perdata, administrasi, atau tindakan pencegahan
non-yuridis.

Klasifikasi Pelanggaran Merek:

1. Pelanggaran Hak Merek:

e Persamaan membingungkan:
Menyebabkan kebingungan mengenai
sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi
produk.

e Pemalsuan: Penggunaan merek yang
identik atau hampir identik, dengan
potensi pemulihan kerugian tiga kali lipat
dan pidana.

e Dilusi merek: Mengurangi kemampuan
merek terkenal dalam membedakan
produk atau jasa.

2. Pelanggaran Persamaan yang
Membingungkan: Merek bertujuan untuk
membedakan produsen dan melindungi
kualitas serta reputasi produk. Persamaan
yang membingungkan dapat dibuktikan
dengan kesamaan merek dan barang/jasa.
Dalam undang-undang Indonesia,
pelanggaran ini dapat mengarah pada
sanksi pidana.

3. Pemalsuan atau Penggunaan Merek
Identik: Penggunaan merek identik tanpa
izin merupakan pelanggaran. Tindakan ini
termasuk dalam kasus pemalsuan, seperti
iklan atau perbaikan produk dengan merek
yang sama tanpa izin.

4. Pelanggaran Dilusi  Merek = Terkenal:
Dilusi  terjadi saat merek terkenal
digunakan tanpa izin, yang dapat
membingungkan konsumen. Pelanggaran
ini mencakup penggunaan merek terkenal
pada produk yang tidak terkait atau
penggunaan nama asing tanpa izin.

5. Pendaftaran dan Penggunaan Merek
Terkenal di Internet (Cybersquatting):
Pendaftaran merek terkenal oleh pihak lain
di internet dengan tujuan menjualnya
kepada pemilik merek yang sah disebut
cybersquatting. Ini termasuk penggunaan
nama domain yang melanggar merek
terkenal untuk produk yang tidak terkait.

6. Penggunaan Karakter dalam Pemasaran
(Character Merchandising): Penggunaan
karakter terkenal (misalnya, Winnie the
Pooh, Donald Duck) sebagai merek atau
dalam produk tanpa izin dapat melanggar
hak pemegang hak merek karakter
tersebut.

Pihak yang merasa merek mereka dilanggar dapat
mengajukan gugatan perdata atau melaporkan ke
pihak  berwajib. Dalam  beberapa  kasus,
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pelanggaran merek juga dapat melibatkan
penggunaan domain name secara tidak sah atau
penggunaan Kkarakter terkenal untuk tujuan
pemasaran.

Berikut Alasannya dan Pihak Yang Berhak
Menggugat Pembatalan Serta Jangka Waktu
Gugatan Pembatalan :

1. Pembatalan Merek
Merek yang telah terdaftar dapat
dibatalkan jika ada pihak yang merasa
dirugikan. Prosedur pembatalan
bertujuan untuk menghapus eksistensi
merek dari Daftar Umum Merek jika
tidak memenuhi alasan absolut atau
relatif, seperti ketidakabsahan merek
atau pelanggaran hak pihak lain.

2. Alasan Pembatalan Merek

Merek dapat dibatalkan jika

bertentangan dengan Pasal 20 dan

Pasal 21 UU Merek, seperti:

> Bertentangan dengan ideologi
negara, moralitas, agama, atau
ketertiban umum.

> Sama dengan merek yang sudah
terdaftar atau terkenal.

> Menyesatkan konsumen atau tidak
memiliki daya pembeda.

3. Pihak yang Berhak Menggugat
Pembatalan
Gugatan pembatalan dapat diajukan
oleh pihak berkepentingan, seperti
pemilik merek terdaftar, jaksa,
yayasan/lembaga konsumen, atau
pemilik merek terkenal yang belum
terdaftar.

4. Jangka Waktu Gugatan Pembatalan

> Gugatan pembatalan dapat
diajukan dalam waktu 5 tahun
setelah pendaftaran.

> Jika terdapat itikad tidak baik atau
bertentangan dengan moralitas,
agama, atau ketertiban umum,
gugatan dapat diajukan tanpa batas
waktu

B. Penanggulangan Tindak Pidana Merek
Menggunakan Sarana Sanksi Hukum
Pidana

Tindak pidana terkait merek dalam
hukum pidana Indonesia melibatkan unsur
obyektif (perbuatan atau akibat) dan unsur
subyektif (kehendak atau tujuan pelaku).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), tindak pidana pemalsuan merek
diatur pada pasal 254-262, yang meliputi
tindakan seperti membubuhkan merek palsu
pada barang dengan maksud untuk menipu
konsumen. Hukuman terhadap pelanggaran
merek dapat berupa pidana penjara atau denda
sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang ini mengatur sanksi
bagi mereka ~yang dengan  sengaja
menggunakan merek terdaftar tanpa hak,
dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau
denda hingga Rp2 miliar, tergantung pada
tingkat pelanggaran. Selain itu, ada faktor
penghambat penegakan hukum terhadap
tindak pidana merek, seperti faktor sosial
(perilaku  konsumtif masyarakat), ekonomi
(harga barang palsu yang lebih murah),
kebudayaan (kebiasaan mengikuti tren), dan
faktor hukum (delik aduan yang membutuhkan
laporan dari pemilik merek). Pemerintah
memiliki peran penting dalam mengatur
peredaran  barang dan  melaksanakan
penegakan hukum untuk mencegah peredaran
barang palsu, dengan tujuan meningkatkan
perdagangan yang sehat dan stabilitas
ekonomi.

Kebijakan  pemerintah  diharapkan
dapat meminimalisir pelanggaran merek dan
peredaran barang palsu, namun penerapannya
masih belum efektif. Kementerian
Perdagangan mengawasi peredaran barang di
pasar untuk memastikan keamanan bagi
konsumen, namun peran aktif pemilik merek
sangat penting dalam  menanggulangi
pelanggaran ini karena sifat delik aduan yang
mengharuskan laporan dari pemilik merek.
Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum
tidak dapat melakukan penyidikan. Pemilik
merek dan konsumen dapat membantu aparat
hukum dalam melakukan penyidikan, yang
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akan melibatkan PPNS HKI untuk menguji
keaslian barang.
Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan
pidana (penal policy) memiliki tujuan yang
berbeda, yaitu:

1. Teori Retributif: Pemidanaan sebagai
pembalasan moral atas kejahatan yang
dilakukan, karena pelaku melanggar
norma moral.

2. Teori Deterrence: Pemidanaan sebagali
ancaman agar orang takut dan menahan
diri untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Treatment: Pemidanaan diarahkan
untuk  memberikan  perawatan dan
rehabilitasi kepada pelaku kejahatan agar
mereka dapat diterima kembali di

masyarakat dan tidak  mengulangi
perbuatannya.
Pandangan radikal mengenai

penanggulangan kejahatan, khususnya dalam
bidang merek, dipelopori oleh F. Gramatica
yang mengusulkan untuk menggantikan
pidana  dengan upaya yang lebih
mengintegrasikan individu ke dalam sistem
sosial. Sementara itu, pandangan moderat,
seperti yang dikemukakan oleh Marc Ancel,
menekankan pentingnya peran pidana dalam
menjaga tertib sosial tanpa menggunakan
pendekatan yang terlepas dari kenyataan
sosial. Aliran moderat juga menolak fiksi
hukum dan teknik legal yang tidak relevan
dengan kondisi sosial.

Upaya penanggulangan tindak pidana
merek melibatkan beberapa langkah, seperti
menyediakan sistem perlindungan merek yang
tinggi, mempromosikan eksploitasi kekayaan
intelektual, serta meningkatkan kemampuan
SDM dalam bidang ini. Selain itu, pemerintah
juga membentuk Tim Nasional
Penanggulangan Pelanggaran HKI1 (PPHKI)
yang bertugas melakukan evaluasi dan
koordinasi dalam penanggulangan
pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, kendala utama yang dihadapi
adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha
UMKM tentang pentingnya perlindungan
HKI, terutama dalam hal ekspor dan
pemasaran produk di luar negeri. Faktor sosial
dan ekonomi juga menjadi penyebab utama
timbulnya kejahatan, yang memerlukan
pendekatan pencegahan sosial dan kebijakan

berbasis masyarakat, bukan hanya
mengandalkan pendekatan pidana. Pencegahan
ini menjadi langkah strategis yang penting
untuk meminimalisir tindak pidana merek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan
merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur
obyektif yang pada umumnya unsur ini
terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu
akibat, yang kedua unsur subyektif yang
terdiri atas suatu kehendak atau tujuan,
yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur
dirumuskan dengan istilah sengaja, niat,
dan maksud.

2. Apabila unsur-unsur pidana terhadap
kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis
pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.
5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI
selaku pihak yang berwenang, lebih teliti
dalam pemeriksaan merek yang sudah
terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan
yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan maupun dari Kementrian
Hukum dan HAM, untuk melakukan
pembinaan hukum terhadap produsen,
pedagang dan konsumen agar dapat
menekan angka pelanggaran merek.

2. Perlunya aparat penegak hukum lebih
efektif dalam menjalankan sanksi terkait
merek. Proses penerapan sanksi yang lebih
efektif dilakukan adalah sanksi administrasi
dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka
pelaku pelanggaran hak atas merek tidak
dapat melanjutkan proses produksi karena
keharusan untuk menghentikan semua
kegiatan  yang berkenaan  dengan
pemakaian merek tersebut.
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